
 
 
 

 
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
NOMOR  1 TAHUN 2011 

 
TENTANG     

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  4 TAHUN 2005  

TENTANG     PENETAPAN  TANGGAL 24 SEPTEMBER 
SEBAGAI HARI JADI  PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat 

yang berkembang di wilayah Kepulauan Riau serta untuk 
mengenang jasa dan penghargaan kepada para pejuang 
serta ungkapan rasa syukur yang dalam, dipandang perlu 
untuk menetapkan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau; 

 
b. bahwa penetapan Hari Jadi Provinsi sangat penting 

dilakukan sebagai wujud eksistensi dan jati diri suatu 
daerah yang juga berperan sebagai faktor integrasi 
komponen masyarakat dan motivasi bagi peningkatan 
pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan 
pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat 
yang adil dan sejahtera; 
 

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hari Jadi Provinsi 
Kepulauan Riau, sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, maka diperlukan 
penyesuaian kembali dengan Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Riau; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang  Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Penetapan 
Tanggal 24 September Sebagai Hari Jadi Provinsi 
Kepulauan Riau; 

 
 



Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4237); 

 
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

 
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

dan 
 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 24 SEPTEMBER SEBAGAI HARI 
JADI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
Pasal  I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 
Tahun 2005 tentang Penetapan Tanggal 24 September Sebagai Hari Jadi Provinsi 
Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005  Nomor 04 
Seri  E) diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diubah sehingga 

keseluruhan Pasal 1 berbunyi : 
      

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau 
b. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau 
c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah 
d. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau 
e. Hari Jadi adalah tanggal terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau yang 

merupakan suatu momentum sejarah atas perjuangan masyarakat Provinsi 
Kepulauan Riau 

 
 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 2 
 

(1) Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan pada tanggal  24 September 
2002 saat disetujuinya Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi 
Kepulauan Riau menjadi Undang-undang Pada Sidang Paripurna DPR-RI 
di Jakarta; 

 



(2) Setiap tanggal 24 September dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa 
hanya di DPRD Provinsi, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten/Kota, Para Pejuang dan Tokoh Masyarakat dengan 
menggunakan pakaian khas daerah; 

(3) Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa 
dan Kelurahan di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat 
melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Jadi secara sederhana dan 
khidmat, dan pembiyaannya dapat dibebankan dalam APBD setiap 
tahunnya sesuai dengan kemampuan anggaran; 

(4) Untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang berada di luar wilayah 
Provinsi Kepulauan Riau dapat menyelenggarakan perayaan Hari Jadi 
Provinsi Kepulauan Riau secara sederhana dan khidmat; 

(5) Tata cara pelaksanaan Upacara dan kegiatan yang dapat dilakukan pada 
Perayaan peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau pada 
Dinas/Badan/Biro dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten/Kota dan di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau 
dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 

 
 

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
 
 

Pasal 2A 
 

Pada setiap upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau dapat disertai 
dengan penetapan Tema Peringatan Hari Jadi setiap tahunnya oleh Gubernur 
sebagai motivasi untuk memajukan pembangunan daerah dan mendukung 
pembangunan nasional. 

 
 
        Pasal II 
 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya dapat diatur dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Riau. 
 

Ditetapkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 8  Maret 2011 

 
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

 
 

                                 
 

MUHAMMAD SANI 
 
Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 18  Maret 2011 
 
        SEKRETARIS DAERAH 
    PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 

 
 
                      

 
       SUHAJAR DIANTORO 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENJELASAN ATAS  

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 

TENTANG PENETAPAN TANGGAL 24 SEPTEMBER  

SEBAGAI HARI JADI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
I. Umum 

 
Bahwa penetapan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau dalam Peraturan Daerah 

pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan 

perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku 

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. 

 

Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau merupakan wujud kepedulian Pemerintah 

Pusat untuk merespon aspirasi masyarakat yang berkembang dalam rangka 

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih 

meningkatkan peran aktif masyarakat dan stake holder guna mewujudkan 

pembangunan daerah untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. 

 
Disamping itu Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau merupakan sarana untuk 

menunjukan jati diri Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki keunggulan kualitatif, 

komparatif dan kompetitif yang bisa memacu pertumbuhan dan perkembangan 

pembangunan secara berkeseimbangan dan berkelanjutan. 

 
Selanjutnya secara hukum penetapan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau 

ditandai dengan adanya petunjuk tentang pembentukan, tata cara pembentukan, 

kedudukan, wilayah pemerintahan, pusat pemerintahan, penyelenggara 

pemerintahan, urusan pemerintahan sebagai tanda dimulainya pemerintahan 

Provinsi Kepulauan Riau 

 
Selain itu masyarakat Kepulauan Riau yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai 

luhur sejarah, perlu mengenang, menghayati dan menghormati sejarah yang 

pada akhirnya akan tertanam rasa cinta pada tanah air, khususnya kepada 



Provinsi Kepulauan Riau. Dimana salah satunya dengan memperingati Hari 

Jadi Provinsi Kepulauan Riau setiap tanggal 24 September setiap tahunnya. 

 

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Hari 

Jadi Provinsi Kepulauan Riau yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan 

Daerah. 

 
II. Pasal Demi Pasal 

 
Pasal I 

Pasal 1 

a.  Cukup Jelas 

b.  Cukup Jelas 

c.  Cukup Jelas 

d.  Cukup Jelas 

e. Hari Jadi yang dimaksud dalam Pasal adalah, Hari Jadi Provinsi 

Kepulauan Riau yang bertepatan dengan hari ditetapkannya menjadi 

Propinsi Kepuluan Riau pada sidang Paripurna di DPR RI tepatnya hari 

Selasa Tanggal 24 September Tahun 2002, inilah yang dianggap 

hari/tanggal/bulan dan tahun Jadinya Propinsi Kepulauan Riau, yang 

dapat diperingati setiap tahun. 

 
Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat 

keseragaman pengertian atas isi peraturan, sehingga dapat menghindarkan dari 

kesalapahaman. 

 
Pasal 2 

  Ayat (1)  

Tanggal 24 September 2002 merupakan tanggal yang paling sesuai untuk 

dijadikan sebagai Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau, dimana tanggal tersebut 

memiliki makna sejarah yang kental.  

 
 
 



Yang mana pada tanggal 24 September 2002 merupakan puncak kulminasi 

kegembiraan masyarakat Kepulauan Riau atas disahkannya RUU 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau menjadi Undang-Undang, yang 

menumbuhkan kebanggaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau karena 

lahirnya Provinsi Kepulauan Riau atas perjuangan masyarakat secara luhur 

dan bermartabat. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas  

 

Ayat (3) dan Ayat (4) 

  Yang dimaksud dapat melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Jadi 

secara sederhana dan khidmat adalah sederhana secara ekonomi, tidak 

menghamburkan biaya, tetapi lebih diarahkan pada beberapa kegiatan penuh 

manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat 

menggembirakan masyarakat. 

 Ayat (5) 

  Cukup Jelas 

 
Pasal 2 A 

 Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 

2011 NOMOR 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


